BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
1. Konsekuensi hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak
melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara padang
Perkara Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN PADANG sebagai berikut :

a. Majelis Hakim Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

b. Mencabut Keputusan Bupati Solok Nomor: 412.1-209-2021 tentang
Pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung
Talang, tanggal 27 Mei 2021.

2. Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Perkara Putusan Nomor:
31/G/2021/PTUN PADANG

a. Mejelis Hakim memuat suatu pertimbangan kemudian mengabulkan
tuntutan penggugat sepenuhnya, dan menolak Eksepsi dari Tergugat
karena telah melanggar prosedural didalam SOP yaitu pemberhentian
Wali nagari dengan alasan yang tidak jelas.

b. Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar
biaya perkara yang telah dituangkan didalam amar Putusan

B. Saran
a. Agar Aparatur penegak hukum khususnya diPTUN memberikan

Sosialisasi dan edukasi pada masyarakat.
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b. Agar hakim PTUN mengeluarkan Putusan dan mengawasi
pelaksanaan atau eksekusi Putusan yang disampaikan pada

masyarakat khususnya pejabat TUN.
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